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P E N E T A P A N

Nomor 3856/Pdt.G/2023/PA.Mjl 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON,  NIK  XXX,  tempat  dan  tanggal  lahir  Indramayu,  14  Juli

1989,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  xxxxxxxx

xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAMAYU; 

Pemohon;

Lawan

TERMOHON,  NIK  XXX,  tempat  dan  tanggal  lahir  Majalengka,  08

Februari  1990,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

xxxxxxxx  xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  KABUPATEN

MAJALENGKA; 

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  dalam surat  permohonannya  tanggal  07  Desember

2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor

3856/Pdt.G/2023/PA.Mjl,  tanggal  07  Desember  2023,  dengan dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  13  Agustus  2013,  Pemohon  dan  Termohon  telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Sumberjaya  Kabupaten

Majalengka,  sebagaimana  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

379/34/VIII/2013  tertanggal  13  Agustus  2013,  dengan  status  Jejaka  dan

Perawan; 

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
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orangtua Termohon di KABUPATEN MAJALENGKA; 

3. Bahwa  setelah  menikah,  Pemohon  dan  Termohon  telah  melakukan

hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia seorang anak yang

bernama:

ANAK I, NIK XXX, Tempat tanggal lahir, Majalengka 15 November 2014 / 9

tahun,  Jenis  Kelamin  Laki-laki,  Pendidikan  SD,  Sekarang  berada  dalam

asuhan Termohon; 

4. Bahwa sejak Januari 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

mulai  tidak  harmonis  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

disebabkan karena :

Termohon  sudah  tidak  menghargai  Pemohon  selaku  suami  dimana

Termohon seringkali membantah perkataan dan arahan dari Pemohon dalam

rangka membangun rumah tangga yang baik; 

5. Bahwa  puncaknya  pada  bulan  November  2023  terjadi  pertengkaran 

masalah  yang  sama  kemudian  Pemohon  pulang  ke  rumah  orangtuanya

dengan alamat tersebut diatas; 

6. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha

mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil; 

7. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi  Pemohon

untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Peraturan Pemerintah No.  9  Tahun 1975, dan untuk itu  Pemohon mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Majalengka  kiranya  berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini; 

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; 

Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  Pemohon  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan  Agama  Majalengka  c.q  majelis  hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini dapat  menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1.  Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya; 

2.  Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak

satu  raj'i  terhadap Termohon  (TERMOHON) di  depan sidang  Pengadilan
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Agama Majalengka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 

3.  Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Pemohon  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas)  Nomor  3856/Pdt.G/2023/PA.Mjl  tanggal  08  Desember  2023  dan

tanggal  27  Desember 2023 yang dibacakan di  persidangan Termohon telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak

datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon dapat

rukun  kembali  membina  rumah  tangga  dengan  Termohon,  dan  Pemohon

menyatakan akan mencabut permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak hadir di

persidangan  pada  saat  Pemohon  mengajukan  permohonan  pencabutan

perkara ini;

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian putusan ini,  segala  yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal , Pemohon menyatakan

mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon,

apalagi  Termohon tidak hadir  pada saat  Pemohon mengajukan permohonan

pencabutan perkara ini sehingga pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya

persetujuan dari Termohon, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang
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Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan

perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dapat diberlakukan di

lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya,

maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbagkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini  dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

3856/Pdt.G/2023/PA.Mjl dari Pemohon;

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Majalengka  untuk  mencabut

perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Kamis tanggal 04 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil

Akhir  1445  Hijriah,  oleh  Drs.  H.  Iing  Sihabudin,  S.H.,M.H.  sebagai  Ketua

Majelis, Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Drs. H. Bisman, M.H.I. sebagai Hakim

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan H. Entis
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Sutisna,  S.Ag.,  M.H.   sebagai  Panitera  Pengganti,  serta  dihadiri  oleh

Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Hakim Anggota

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti

H. Entis Sutisna, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:
1. PNBP :Rp 60.000,00
2. Proses :Rp 50.000,00
3. Panggilan :Rp 720.000,00
4. Materai :Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp 840.000,00

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:
 Putusan  ini  telah  berkekuatan  hukum  tetap  pada  tanggal  ……….
…………..;
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